
 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SASALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR    7   TAHUN 2017 

TENTANG 

  PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 31 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MADIUN, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Madiun dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun 

dengan status penuh dan berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut 

biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang 

dan/atau jasa layanan dalam bentuk tarif yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 

perlu dicabut; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5607); 

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5612); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982  

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3244); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5372); 

22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28   

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 
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26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :  

779/Menkes/PER/ VIII/2008 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Anestesiologi Dan Reanimasi; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :  

269/Menkes/PER/ III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam 

Medis; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :  

780/Menkes/PER/ VIII/2008 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 

1014/Menkes/PER/ XI/2008 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana 

Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 

410/Menkes/PER/III/2010; 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1438/Menkes/ 

PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 

Perorangan; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;  

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; 

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;   

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 
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39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah 

Sakit; 

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 

tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit 

dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 

tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja 

Indonesia; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; 

44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :   

129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Rumah Sakit; 

46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011            

Nomor 4/E); 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADIUN 

dan  

WALIKOTA MADIUN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

PELAYANAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Madiun     

Tahun 2011 Nomor 31 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal  3 Juli 2017 

 
WAKIL WALIKOTA MADIUN, 

 
ttd 

 

H. SUGENG RISMIYANTO 
Diundangkan di  M A D I U N 
pada tanggal  3 Juli 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
ttd 

 

MAIDI 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 

NOMOR  1/B 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP. 19750117 199602 1 001 

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :      
25-7/2017 


